
WALIKOTA DENPASAR 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR 

NO MOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 
sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Tanggal 21 Desember 2017 
Nomor 1997/04-D/HK/2017 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan 
Walikota Denpasar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat pemerintah 
daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan 
APBD, dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran ; 

c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum dan Ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan yang lebih tinggi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar 
Tahun Anggaran 2018; 
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1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945; 

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3465) ; 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 44 21); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4027); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4028); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Sadan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4567); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 541); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 825); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) 

27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 
2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran 
Daerah Kota Denpasar Nomor 9); 

28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 ten tang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 
Tahun 2013 ten tang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8). 

30. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 
2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 
1); 



Menetapkan 

5 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

DENPASAR 

Dan 

WALIKOTA DENPASAR 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
se bagai beriku t : 
1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Surplus/ Defisit 

Rp.2.040.573.867.675,26 
Rp.2.200.039.867.675,26 
Rp. (159.466.000.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun berkenaan RP. 0.00 

Rp. 164.000.000.000,00 
Rp. 4.534.000.000,00 

RD. 159 466.000.000,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.808.925.879.427,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.908.579.248.890,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.323.068.739.358,26 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.590.500.000.000,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.35.035.380.000,00 
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp.48.460.499.427 ,00 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 

Rp.134.930.000.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah 

Rp.102.975.625.890,00 
b. Dana alokasi umum sejumlah RP. 650.169.150.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 155.434.473.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah sejumlah Rp.99.465.800.000,00 
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b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya sejumlah Rp.163.597.964.358,26 
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.0,00 
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp.5.350.000.000,00 
e. Dana transfer lainnya sebesar Rp.54.654.975.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.134.456.373.356,24 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.065.583.494.319,02 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.835.074.049.231,23 
b. Belanja hibah sejumlah Rp.99.652.000.000,00 
c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.4.498.000.000,00 
d. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.62.553.538.000,01 
e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.129.678.786.125,00 
f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.3.000.000.000,00 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.20.891.997.000,00 
b. Belanja barang danjasa sejumlah Rp.755.258.757.549,00 
c. Belanja modal sejumlah Rp.289.432.739.770,02 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp.159.466.000.000,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 4.534.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan: 
a. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

2017 sejumlah Rp.164.000.000.000,00 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp.0,00 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00 
b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sejumlah 

Rp.0.00 
c. Pembayaran Utang sejumlah Rp.0.00 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
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2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan 
Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut 
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah ; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya; 
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/ atau 
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Pasal 7 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang­ 
kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut: 
a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b) tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat 
dan/ atau mendesak. 

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 
dengan cara : 
a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 
berjalan, dan/ atau 

b) memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 
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(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup: 
a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

(5) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan 
APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan 
dalam realisasi anggaran. 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sebagai Landasan 
Operasional. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Denpasar. 

''P@ di Denpasar 
27 Desember 2017 

IJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 27 Desember 2017 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINS! BALI NOMOR: (5,108/2017) 


